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BUPATI TANAH LAUT 
PR0VINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 
NOMOR 20 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan penulisan 
nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian 
Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, maka perlu 
dilakukan perubahan nomenklatur pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek belanja 
berkenaan dan antar obyek belanja dalam unit organisasi perlu 
dilakukan perubahan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya; 

c. bahwa perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah 
Laut Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati 
Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada 
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah 
Laut; 

d. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan 
kegiatan yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan 
dengan Mengganti Sub Unit Organisasi yang telah ditetapkan 
dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
DaerahKabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017dengan 
membuat Peraturan Bupati mendahului Penetapan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tanah 
Laut Tahun Anggaran 2017; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c danhuruf dperlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang PerubahanKetigaatas 
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
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Anggaran 2017 mendahului Penetapan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756)dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 
2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 903); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 
2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 
6); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 
Tahun 2016 Nomor 11); 

31. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tanah Laut; 

32. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 129 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 MENDAHULUI PENETAPAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

(1) Melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mendahului Penetapan 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan 
program dan kegiatan yang ada pada UPT. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah 
Laut. 

 
(2) Perubahan Nomenklatur pada UPT. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah 
Lautsebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 menjadi sebagaimana terlampir dalam 
Peraturan Bupati ini. 
 

(3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
 
 

Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 7 Maret 2017  

BUPATI TANAH LAUT, 
 

ttd 
 

H. BAMBANG ALAMSYAH 
Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 7 Maret 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH LAUT, 

 
ttd 

 
H. SYAHRIAN NURDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUTTAHUN 2017 NOMOR 20 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR : 20 TAHUN 2017 

TANGGAL : 7 Maret 2017 2017 

 
 

DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT 
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 
 

NO. SEMULA MENJADI 

1. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Pelaihari 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Pelaihari 

2. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 
Kecamatan Tambang Ulang 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
BerencanaKecamatan Tambang Ulang 

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Bati-Bati 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Bati-Bati 

4. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Batu Ampar 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Batu Ampar 

5. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Berencana Kecamatan Jorong 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Jorong 

6. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Kintap 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Kintap 

7. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Takisung 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Takisung 

8. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Panyipatan 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Panyipatan 

9. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Kurau 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Kurau 

10. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Bumi Makmur 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Bumi Makmur 

11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

Kecamatan Bajuin 

UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

BerencanaKecamatan Bajuin 

 
 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

ttd 
 

H. BAMBANG ALAMSYAH 
 


